i | PEMERINTAH
&) KABUPATEN LEBAK

KEBIJAKAN
UMUM APBD
(KUA)



I————

PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK
DAFTAR ISI
DAFTAR ISL.....o oottt sttt e st st e se e et e s beeseeseensesseeseensensesseeneennensens 1
DAFTAR GRAFTIK.......ocueieieieieieieieietetetetetetetets e te ettt sese st sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesasesesns 2
DAFTAR TABEL....... oottt ettt ettt e te e entessteenteentesnaesneesnnesneesseans 2
BAB I PENDAHULUAN .......cocootiiitiirieieieietsiste ettt ettt enes 3
1.1  Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).......cccccccevvvivrerienennne 3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA . ...ttt 6
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA .........ccoooieiriieneeeeetstes e 7
1.4  Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA).......ccccoevieviersesreieneennn 11
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..........ccoovuiiriririeirsieeisieesie e 13
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah............cccccoeiiiiieieininiseceseseeee e 13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............ccocoevieieininineniciceeeceeseeeeeins 24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)........cutiiieieieieisieisieteietesessssusessesesesssssssssssssssssssssssssssesssesassssssssssesssssesssesssesssssns 36
3.1  Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN.............ccccceoiririerieieeieiseieeeese e 36
3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten..............ccccocovevveinnn. 39
3.3  Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak..............cc.cccevvennn. 39
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.........ceiiiririesieisisieiesteeie s 42
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.............c.ccooovviininececnnnencieen, 42
4.2. Target Pendapatan Daerah...........ccccoiiriiineiineiiieeee e 53
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH............cooiiiieieieeeeise et 57
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ..o 57
5.2. Rencana Belanja Daerah............ccovoiiioicice e 74
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .........ccooiiiieieieieieeieese e 75
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah............cccccoooieiciiicecieeceeee 75
6.2  Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah............ccccoooeiiniinninninnenncee, 76
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET .......cci ettt 77
BAB VIII PENUTUP........cootiiitiieieisesisiss ettt ees 82

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 -




I————

i | PEMERINTAH
&) KABUPATEN LEBAK

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2018-2022...........cccevvvvieiieennnn. 16
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022 ................ 18
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022 ............ 19

Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022 ....20
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun

2018-2022 ouniieeii e 21
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022 ...........ccoeeennneee. 15
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Lebak Tahun 2023 dan 2024 ........cccooeiiiiieiii e e 22
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..............ccccueee.e. 53
Tabel 5.1 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ............ccocevvvvnneees 74
Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 ............c......... 76

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 -




PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

I————

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta

taat pada ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan PERDA disusun
untuk membiayai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah
ditetapkan, kemudian digunakan sebagai pedoman pengeluaran dan
penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam proses
pelaksanaan pembangunan di daerah demi tercapainya pertumbuhan
ekonomi, peningkatan produksi dan peningkatan kesempatan kerja.
Rencana pembangunan yang akan dianggarkan terlebih dahulu dibahas
untuk kemudian dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun
Anggaran 2024.

Dokumen KUA adalah dokumen kebijakan penganggaran tahunan

yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
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APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah dan strategi pencapaian kebijakan tersebut, yang
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lebak Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2023.

Dokumen KUA yang merupakan kebijakan di bidang keuangan
menjadi sebuah upaya untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebak senantiasa mengedepankan sinergitas, keselarasan
kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan Rencana Kerja
Pemerintah Pusat (RKP), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Propinsi Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Tema pembanguan Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) tahun
2024 dengan Tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional

meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim;
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7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemananan
(POLHUKHANKAM) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Tahun 2024
dengan Tema “Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu
Pertumbuhan Ekonomi sebagai kerangka Tahap Modernisasi” yang

menetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatkan Daya Saing SDM yang Kompetitif;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkeadilan;

3. Meningkatkan Mitigasi Bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup
yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi;

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan PEMILU.

Selanjutnya KUA Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dengan
memperhatikan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
yaitu "Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik menuju Kemandirian Ekonomi”dengan 4 (empat)

prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.

3. Meningkatan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas
lingkungan hidup.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.
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Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 ini merupakan arah
kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian
dalam Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten lebak
dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Fase New Normal
pasca Pandemi Covid 19 serta terjadinya konflik antara Rusia dengan
Ukrania yang berdampak geopolitik Global Internasional atas
ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan
ekonomi ke depan seperti kenaikan harga di Indonesia harus dapat
diantisipasi yang berdampak pada bagaimana menjaga keberlanjutan
keuangan negara kepada daerah dari sisi Dana Perimbangan berupa
Transfer Pusat. Komitmen Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai
upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan
Pendapatan Asli Daerah melalui Satgas PAD secara Optimal, serta
berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar
pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh

lapisan masyarakat Kabupaten Lebak.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak

Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keterpaduan program nasional, Propinsi dan daerah
agar berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya peningkatan
pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah;

2. Sebagai tindaklanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2024;

3.  Menghasilkan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten
Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Lebak atas kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta
asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan

pembangunan dalam RKPD Tahun Anggaran 2024;
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4. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Kabupaten Lebak Tahun
Anggaran 2024 vyang selanjutnya menjadi landasan dalam

Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada

beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7.  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4505);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 -




PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

I————

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 20169);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 20217); dan

28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 52).

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN
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1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)
BABII  KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BABIII ASUMSI DASAR DALAM  PENYUSUNAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
3.1 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBN
3.2 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten
3.3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak
BAB IV  KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
4.2 Target Pendapatan Daerah
BABV  KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
5.2 Rencana Belanja Daerah
BAB VI  KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB I1
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),
Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan
mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui
hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
Transparan, Akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemertaaan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga Undang-
Undang HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah dilakukan pengaturan
pengelolaan keuangan terutama belanja daerah dengan fokus belanja mandatory
spending, pemenuhan belanja SPM, pemenuhan belanja dari Dana Alokasi Umum

Spesific Grant, pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja Infrastruktur.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien,
transparan, akuntabel dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat bagi
kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD
Kabupaten lebak tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2019.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah
perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, termasuk pemanfaatan
potensi daerah yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan serta diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah
ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
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Banten Tahun 2024. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan
untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta
daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan
dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren
kinerja ekonomi daerah. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu
wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti Produk
Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase

penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi
utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan
kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha
kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha
kategori jasa-jasa. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan
dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri
berbahan baku komaoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai tambah
tinggi. Industri pengolahan yang tumbuh pesat akan menyerap produksi komoditi
pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus meningkatkan volume perdagangan
secara simultan diikuti pengembangan kategori jasa-jasa serta lapangan usaha

kategori yang lain.

Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah vyang
mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor
konstruksi, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi
sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
mengalami peningkatan yang semula sebesar 27,15 persen di tahun 2018, menjadi
sebesar 27,47 persen pada tahun 2022. Sektor konstruksi juga mengalami
peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 7,96 persen di tahun 2018
menjadi 9,18 persen pada tahun 2022. Namun tidak demikian dengan sektor real

estate yang kontribusinya mengalami penurunan dari 6,66 persen di tahun 2018
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menjadi 6,57 persen pada tahun 2022. Termasuk Sektor Jasa Pendidikan mengalami
penurunan sebesar 6,77 persen di tahun 2018 menjadi 6,21 persen pada tahun
2022.

Tabel 2.1
PDRB (ADHK) Lapangan Usaha Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022

_ 27,15 25,92 27,20 26,92 27,47
B | . on sy em s
U T T S
_ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
_ 7,96 8,47 8,21 9,18 9,69
_ 12,84 13,00 12,33 12,07 11,99
L T
_ 4,92 4,98 4,68 4,63 4,60
_ 1,76 1,73 1,77 1,79 1,80
_ 6,66 6,84 6,91 6,75 6,57
_ 0,31 0,32 0,31 0,29 0,28
- 5,75 5,86 5,95 571 5,47
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6,77 7,09 7,12 6,65 6,21
1,21 1,27 1,34 1,38 1,33
2,71 2,74 2,60 2,50 2,46
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
Dalam Prosentase

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB
Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per
periode tertentu. Dengan makin meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak, maka
secara langsung akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten
Lebak yang menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun

nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2018-2022

PDRB PER KAPITA
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023
Dalam Jutaan Rupiah
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Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak memiliki
trend yang positif selama periode 2018-2022, namun secara nilai masih jauh berada
di bawah Provinsi dan Nasional. Tahun 2018 PDRB perkapita atas dasar harga
berlaku mencapai 20,53 juta Rupiah dan pada tahun 2022 mampu mencapai pada
kisaran 23,34 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan
masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh
berkembang.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer,
dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan sektor
industri pengolahan, dan konstruksi/real estate serta jasa yang terus tumbuh justru
memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Banten, bahkan nasional
sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah
dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan maupun
jasa yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus
didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara,
Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis sebagai Program Strategis Nasional
untuk Pembangunan Konstruksi dan pengembangan perumahan sehingga dalam 5
(lima) tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate akan berkembang pesat.
Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan
perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring
dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta commuter line dan Tol
Serang-Panimbang akses Pintu Gerbang tol Rangkasbitung. Serta rencana

Pembangunan Industri Kawasan (RPIK) yang berada di Kecamatan Cileles.
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Grafik 2.2
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022

Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbilang fluktuatif hal
ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Dan ternyata Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Lebak masih lebih baik dibandingkan dengan capaian provinsi
dan nasional semenjak tahun 2018 sebesar 5,63. Meskipun pada tahun 2021 laju
pertumbuhan ekonomi kabupaten lebak berada dibawah nasional dan Propinsi
sebesar 3,08 yang disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. Tren ini diharapkan
dapat terus terjaga bahkan lebih meningkat dengan dukungan dari berkembangnya
industri pengolahan, konstruksi, real estate serta perdagangan dan jasa, disamping

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi
makro yang penting mengingat inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi
tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan
masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat
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bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan
Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota
Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum
melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka
Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang
lebih mendekati. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 inflasi di Provinsi Banten

mengalami fluktuasi sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022
5,00
4,50
4,00
3,50 e
3,00 .\
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=@ Kota Tanggerang 3,46 3,31 1,18 1,81 3,42
Kota Serang 3,78 3,06 1,91 2,23 4,40
Kota Cilegon 2,73 3,54 2,62 2,19 4,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju
pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus berkurang
dengan tingkat kemiskinan sebesar 9% . Dalam kurun waktu tahun 2018 Tercatat
penduduk miskin di Kabupaten Lebak masih berjumlah 108.771 jiwa dan menjadi
117.220 jiwa pada tahun 2022 sehingga tingkat kemiskinan bertambah dari 8,41%
di tahun 2018 menjadi 8,91% di tahun 2022 sebagaimana pada grafik berikut.
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Grafik 2.4
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari penduduk 1.433.853 jiwa di tahun 2022 dengan rincian sebanyak
737.485 laki-laki dan 696.358 perempuan, tercatat sejumlah 1.055.377 termasuk
kedalam usia kerja, dimana 635.390 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,17% maka Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 menjadi 8,55%. Kondisi ini
menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2018 dengan jumlah
angkatan kerja sebanyak 607.241 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 67,56%
dengan TPT 7,70%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah
Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 20,33%
meskipun tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran.
Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji

dalam grafik di bawah ini.
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Grafik 2.5
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator
ekonomi makro sudah tentu mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang saat ini
semakin melandai seiring perbaikan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan
ekonomi. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Keuangan terkait kerangka
ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal dinyatakan bahwa dampak
pandemi COVID-19 terhadap angka kemiskinan di Indonesia dapat turun ke level
6,0% sampai dengan 7,0% dan angka tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan
pada kisaran 3,6 % sampai dengan 4,3 %. Melalui data-data tersebut, hasil proyeksi
terhadap penduduk miskin dan pengangguran hingga gini ratio akan semakin
meningkat. Sedangkan melalui pemberian jaring pengaman sosial kepada
masyarakat hingga fokus terhadap sektor kesehatan turut mendasari proyeksi
peningkatan IPM dan PDRB per kapita. Selain itu juga tak lepas dari upaya
pemulihan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya.
Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak
tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Lebak Tahun 2023 dan 2024

No. Indikator Makro Pemerintah 2023 2024

1. | Gini Ratio Pusat 0,375-0,378 0,360-0,374
Provinsi 0,354 0,354
Kabupaten <0,34 <0,34

2. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Pusat 53-59 5,7-6,0
Provinsi 5,02 -5,15 5,40 - 5,65
Kabupaten 5 5

3. | Prosentase Penduduk Miskin Pusat 7,5-8,5 6,0-7,0
Provinsi 5,58 5,58
Kabupaten 9,0 8,9

4. | Prosentase Tingkat Pengangguran | Pusat 53-6,0 3,6-4,3

Terbuka (TPT)

Provinsi 5,58 7,6
Kabupaten 8,75 8,50

5. | Indeks Pembangunan Manusia Pusat 73,29 -73,35 75,54
Provinsi 73,27 73,27
Kabupaten 64 64,03

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Pada Tahun 2024, pemulihan kondisi ekonomi diperkirakan akan terjadi
sebagai tindaklanjut dari kebijakan yang dilakukan pemerintah sepanjang 2021.
Kondisi "new normal” mendorong pertumbuhan tinggi di 2024 seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang positif ditingkat nasional, pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Lebak pun pada Tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami
pertumbuhan positif yaitu pada kisaran angka sebesar 4,7-5,5%. Sumber
Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 ini diharapkan berasal dari investasi,
produktivitas sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ke empat sektor ini

diyakini pada Tahun 2024 akan semakin membaik seiiring dengan pemulihan
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ekonomi global. Agenda pemulihan ekonomi diprediksi berjalan relatif cepat karena
mengingat dampak terhadap pengangguran dan sektor riil yang tidak terlalu parah,
sehingga dunia usaha dapat kembali beraktivitas dengan relatif cepat. Langkah-
langkah reformasi baik di sisi fiskal maupun peningkatan iklim berusaha mulai
menampakkan hasilnya dan direspon positif dengan peningkatan pertumbuhan
investasi dan aktivitas produksi sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan
perdagangan, eskpor, dan impor. Langkah-langkah reformasi diekspektasi lainnya
tentu akan memberikan dukungan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi
pada akhir 2024 dan tahun berikutnya.

Proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator
ekonomi makro sudah tentu mempertimbangkan pasca pandemi covid-19 saat ini.
Berdasarkan skenario terburuk dari Kementerian Keuangan dinyatakan bahwa
dampak pandemi covid-19 terhadap angka kemiskinan dan angka pengangguran di
Indonesia bisa meningkat masing-masing menjadi 9% dan 9%. Hal ini diperkuat
dengan data yang menyebutkan sebanyak ribuan pekerja di Kabupaten Lebak
dirumahkan. Melalui data-data tersebut, hasil proyeksi terhadap penduduk miskin
dan pengangguran hingga kini ratio akan semakin meningkat. Sedangkan melalui
pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat hingga fokus terhadap sektor
kesehatan turut mendasari proyeksi peningkatan IPM dan PDRB per kapita. Selain
itu juga tak lepas dari upaya pemulihan ekonomi yang akan dilakukan oleh
pemerintah ke depannya.

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan positif pada Tahun 2024
diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana pertumbuhan
ekonomi diikuti oleh serapan tenaga kerja yang tinggi dan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun
2024 diyakini akan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang
mencapai angka 8,75% dan Angka Kemiskinan 8,9%. Selain itu juga pertumbuhan

ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 diharapkan mampu mengurangi
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kesenjangan dengan proyeksi Gini ratio nya kurang dari 0,34 serta mampu

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada angka 64.03.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di Tahun 2024
tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan
perekonomian nasional, sehingga untuk merealisasikan target yang sudah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan Strategi dan kebijakan Makro

Tahun 2024 melalui Reformasi beberapa Sektor:

1. Mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan di dalam
rangka untuk penguatan sistem kesehatan dan health security;

2. Reform di bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk
penguatan dan perbaikan sistemnya;

3. Reformdi bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh
Mendikbud, termasuk penggunaan teknologi;

4. Reform di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena
sepertiga dari belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan
Dana Desa yang berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat
menjadi sangat penting;

5. Pemerintah juga akan melakukan reform disisi pendapatan,
karena dari sisi pajak PNBP dan kemampuan untuk memberikan insentif
sektor usaha akan tetap dilakukan di dalam mendesain reform di sisi

penerimaan negara ini.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiscal keuangan
daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang
dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu
ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai
program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan

fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset
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daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang

penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan
kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui
sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan
lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara
lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha,
swadaya masyarakat serta konstribusi pelaku usaha melalui Coorporate
Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program
pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang

bersumber dari APBDes.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 dirumuskan melalui
penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan
realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi
kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun
2023 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah

prioritas dengan alokasi pada:

a. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan

mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;

b. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala

Daerah; dan;

c. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.
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Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(HKPD). Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi
fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif
dan efisien melalui hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga UU
HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah, dilakukan pengaturan
pengelolaan belanja daerah dengan fokus belanja, mandatory spending,

pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja infrastruktur.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi
kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah
Kabupaten Lebak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang
selaras dengan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
RPIMD Kabupaten Lebak tahun 2019-2024.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lebak diperlukan sebagai
acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan
pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan
keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat
secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan
pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja,

dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya
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didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Lebak dan penyesuaian

terhadap kebijakan pemerintah provinsi banten dan pemerintah pusat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal
55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak
terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan
belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan
belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan

keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan
khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, dengan arah kebijakan

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat waijib pelayanan dasar,
khusunya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%),
Bidang Pengawasan (0,5%) bidang Pendidikan dan Pelatihan (0,16%)
dari total Belanja Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money

follow program);

2. Pengelolaan belanja daerah dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum,
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Bidang Perumahan Pertanahan dan Kawasan Permukiman,

Trantibumlinmas dan Bidang Sosial.

3. Mengalokasikan Pendanaan Kelurahan dan Formasi Penggajian PPPK dari
DAU vyang diperuntukan penggunaannya, serta 40 % Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik dan 10 % Alokasi Dana Desa (ADD) dari
Dana Perimbangan berupa Dana Transfer Umum (DTU) dikurangi Dana

Alokasi Khusus;

4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah dan

akuntabel;

5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah
dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah,
serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaannya;

6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel

berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

7. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah melalui program,
kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada sinergitas antara alokasi
belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebak, serta
memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional

dan prioritas pembangunan Provinsi Banten;

8. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran belanja Pemerintah Daerah
untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah

dengan memprioritaskan pada tujuan:

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024




PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

I--—

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan
ekstrem;

Pengembangan Ketahanan Pangan;

Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan;

. Pengembangan Geopark Bayah Dome;

S D a0

Penurunan Prevelansi Stunting dan pengentasan Kawasan Kumubh.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap
menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat
berjalan berkesinambungan. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024
terdiri atas dua kebijakan utama berupa pengeluaran pembiayaan dan

penerimaan pembiayaan. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan
diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan

daerah maupun sisa penghematan belanja;

2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi,

efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas dengan melakukan kajian;

3. Merencanakan untuk pencairan Dana Cadangan untuk pembiayaan

pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dengan semangat menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan,
Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan tema Pembangunan Daerah yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2024 vyaitu "Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik menuju Kemandirian Ekonomi” yang

dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:
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1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan.

Program yang mendukung Pembangunan:

a Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b.  Program Hubungan Industrial;

C. Program Penempatan Tenaga Kerja;

d. Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan;

e. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
Program Pengawasan Keamanan Pangan;

g. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat;

h.  Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;

i. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

j.  Program Pengembangan UMKM;

k.  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha
Mikro (Umkm);

l. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;

m. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

n.  Program Promosi Penanaman Modal;

0. Program Pelayanan Penanaman Modal;

p. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal;

g. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

r.  Program Pengembangan Kebudayaan;

s.  Program pengembangan kesenian tradisional;

t.  Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
u. Program Pembinaan Sejarah;
v.  Program pengelolaan permuseuman;
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w. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

X. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi
kreatif;

y.  Program pemasaran pariwisata;

z.  Program pengelolaan perikanan tangkap;

aa. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

bb. Program pengelolaan perikanan budidaya;

cc. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;

dd. Program penyuluhan pertanian;

ee. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

ff.  Program Perizinan Usaha Pertanian;

gg. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;

hh. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Venteriner;

ii.  Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;

jj.  Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

kk. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

ll.  Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting;

mm. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

nn. Program perencanaan dan pembangunan industri;

00. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

yang berkualitas dan berdaya saing.

Program yang mendukung Pembangunan:

a. Program pengelolaan pendidikan;

b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat;

c.  Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
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d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
e. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
f.  Program pemberdayaan sosial;
g. Program rehabilitasi sosial;
h.  Program perlindungan dan jaminan sosial;

Program penanganan bencana;

j. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan;

k.  Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

l. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

m. Program Pengendalian Penduduk;

n.  Program Perlindungan Perempuan;

0. Program perlindungan khusus anak;

p. Program pemenuhan hak anak (PHA);

g. Program pembinaan keluarga berencana (kb);

r.  Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
s.  Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;

t.  Program pengembangan kapasitas kepramukaan;

u. Program pembinaan perpustakaan;

3. Meningkatan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga

kualitas lingkungan hidup.
Program yang mendukung Pembangunan:

Program pengelolaan sumber daya air (sda);

o o

Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
Program pengembangan permukiman;
Program penataan bangunan gedung;

Program pengembangan jasa konstruksi;

oo oa o0

Program penataan bangunan dan lingkungannya;
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g. Program penyelenggaraan jalan;

h.  Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

R Program penyelenggaraan penataan ruang;

j. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum;

k.  Program pengembangan perumahan;

l. Program kawasan permukiman;

m. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

n.  Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu);

0. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah
kelebihan maksimum dan Tanah Absente;

p. Program penatagunaan tanah;

g. Program penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

r.  Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

s.  Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);

t.  Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;

u. Program pengelolaan persampahan;

v. Program pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat (MHA),
kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;

w. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;

X.  Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh);

y. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan
limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);

z.  Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup;

aa. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj).
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4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.
Program yang mendukung Pembangunan:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
b.  Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran
dan penyelamatan non kebakaran;

Program penanggulangan bencana;

Program pendaftaran penduduk;

Program pencatatan sipil;

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

@ ™ 0o o

Program penataan desa;

Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat

dan masyarakat hokum adat;

j. Program administrasi pemerintahan desa;

k.  Program peningkatan kerjasama desa;

l. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

m. Program pengelolaan aplikasi informatika;

n. Program penyelenggaraan statistik sektoral;

0. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi;

p. Program pengelolaan arsip;

g. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

r.  Program perekonomian dan pembangunan;

s.  Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd;

t.  Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah;

u. Program penelitian dan pengembangan daerah;

v. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah;
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w. Program pengelolaan keuangan daerah;
X.  Program pengelolaan barang milik daerah;
y.  Program pengelolaan pendapatan daerah;
Program kepegawaian daerah;
aa. Program pengembangan sumber daya manusia;
bb. Program penyelenggaran pengawasan
cc. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
dd. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
ee. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
ff. Program penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa;
gg. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
hh. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
ii.  Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya;
jj.  Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan
kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
kk. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan

melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik;
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan.
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ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan
perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap
perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat
diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian
daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2024 melalui sinergi antara
kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal

daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Lebak, maka perhitungan

perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut

3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dikembangkan asumsi

indikator makro nasional yang digunakan dalam APBN sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,1 - 5,7 persen

Inflasi secara nasional berkisar antara 1,5 — 3,5 persen.

Prosentase Penduduk miskin pada kisaran 6,5 — 7,5 persen;

IPM menjadi 73,99-74,02;

Gini rasio pada kisaran 0,374 — 0,377,

Tingkat pengangguran terbuka 5,0 — 5,7 persen;

Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.14,700 — Rp.15.200 per USD;

Tingkat suku bunga SBN diasumsikan 6,49 — 6,91 persen/sepuluh
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tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 75 — 80 USD/barel.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024




il | PEMERINTAH
&) KABUPATEN LEBAK

I--—

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, pembangunan nasional
Tahun 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang

Inklusif dan berkelanjutan” diprioritaskan pada:

Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan. Adapun arah kebijakan yang dilakukan
untuk mendukung prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut: a)
pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi
baru terbarukan (EBT), b) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, c) peningkatakan ketersediaan, akses dan
kualitas konsumsi pangan, d) peningkatakan pengelolaan kemaritiman dan
kelautan e) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM), dan koperasi, f) peningkatakan nilai tambah lapangan dan investasi
di sektor riil, dan industrialisasi, g) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi
dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta, h)

peningkatakan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Arah kebijakan yang dilakukan untuk
mendukung prioritas nasional tersebut antara lain sebagai berikut: a)
pengembangan  sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah , b)
pengembangan distribusi  pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah, ¢)
peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, d) pembangunan daerah
tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi memperkuat
kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah,
serta e) meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui

pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing. Prioritas ini akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai

berikut: a) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024




I--—

il | PEMERINTAH
&) KABUPATEN LEBAK

kelola kependudukan, b) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, c)
meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, d)
meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas e) meningkatkan
kualitas anak, perempuan, dan pemuda, f) mengentaskan kemiskinan, serta

g) meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Arah
kebijakan yang dikedepankan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional
ini adalah sebagai berikut: a) revolusi mental dan pembinaan ideologi
pancasila, b) meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, c)
meningaktkan budaya literasi, invovasi dan kreativitas, dan d) memperkuat

moderasi beragama.

Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pencapaian terhadap prioritas
nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut: a)
infrastruktur pelayanan dasar, b) infrastruktur ekonomi, c) infrastruktur untuk
mendukung perkotaan, d) energi dan ketenagalistrikan, serta e) transformasi

digital.

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Ikfim. Pencapaian terhadap prioritas
nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut: a)
peningkatan kualitas lingkungan hidup, b) peningkatan ketahanan bencana

dan iklim, dan c) pembangunan rendah karbon.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Politik, hukum dan kemananan
(POLHUKHANKAM) dan Tranformasi Pelayanan Publik. Pencapaian terhadap
prioritas nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a) konsolidasi demokrasi, b) optimalisasi kebijakan luar negeri, c) penegakan
hukum nasional, d) reformasi birokrasi dan tata kelola, serta e) menjaga

stabilitas keamanan nasional.
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3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Provinsi Banten

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024,
dikembangkan asumsi indikator makro Provinsi Banten yang digunakan dalam APBD

Provinsi Banten sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berkisar 5,40 - 5,65 persen;
Persentase penduduk miskin pada kisaran 5,58 persen;

Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,27;

Gini rasio pada kisaran 0,354;

A o

Persentase pengangguran terbuka 7,6 persen.

Dalam rangka pencapaian asumsi target indikator makro tersebut di atas,
Pemerintah Provinsi Banten merumuskan tema pembangunan Tahun 2024
"Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi
sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut:

Prioritas Provinsi 1: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang
kompetitif.

Prioritas Provinsi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi  yang
Berkualitas dan Berkeadilan;

Prioritas Provinsi 3: Meningkatkan Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan
Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Provinsi 4: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi;

Prioritas Provinsi 5: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.

3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Lebak

Secara substansi penentua tema dan prioritas sudah diberikan arah
mandatory dan sekaligus koridor dengan adanya Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 yang diturunkan dalam visi dan Misi RPJPD Kabupaten
Lebak Tahun 2005-2025 dengan Visi Kabupaten lebak adalah “Lebak sebagai
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Destinasi Wisata Unggulan Nasional berbasis Potensi Lokal”. Dengan menyusun
perencanaan pembangunan daerah diperlukan tujuan dan sasaran yang terarah

yang berkualitas dengan berbagai permasalahan daerah yang akan ditangani.

Melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah
Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus berada di
atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula dengan Kabupaten Lebak.
Terakhir di tahun 2021, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi
sebesar 3,08%, sementara Provinsi Banten sebesar 4,44% yang justru lebih baik
dari capaian Nasional sebesar 5,02%. Oleh karena itu untuk perencanaan Tahun
2024, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan asumsi moderate untuk /aju

pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 persen.

Sementara untuk inflasi nasional, pergerakan inflasi umum (headline
inflation) tahun 2022 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 1,87 persen
(yoy). Pada Tahun 2024 pergerakan inflasi nasional cenderung meningkat seiring
dengan adanya Geopolitik Rusia ke Ukraina yang berdampak pada laju
pertumbuhan Inflasi Global yang tinggi diperkirakan pada kisaran 4,00 persen (yoy).
Begitu pula inflasi di Provinsi Banten pada akhir tahun 2022 tercatat 3,67 persen
(yoy), Inflasi Kota Tanggerang sebesar 3,42 persen (yoy), Inflasi Kota Cilegon
sebesar 4,38 persen (yoy) dan inflasi Kota Serang sebesar 4,40 persen (yoy)
sehingga kita dapat berharap Asumsi inflasi di Kabupaten Lebak untuk Tahun 2024
nanti dapat tetap dibawah nasional (3,5 - 4,00%).

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seperti
tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu mendorong PDRB
Kabupaten Lebak sehingga PDRB per kapita dapat meningkat di kisaran 25,45 juta
Rupiah. Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan KUA Tahun 2024 antara
lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat
pada tren 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan IPM Kabupaten Lebak pada Tahun
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2024 menjadi 64,03 persen mengingat pada tahun 2022 telah mencapai 64,71
persen dari sebelumnya 63,37 persen di tahun 2018. Begitu pula dengan angka
kemiskinan, pada Tahun 2024 diperkirakan akan masih berkisar 890 persen
mengingat pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 masih berlangsung.
Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang
signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor
pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta konstruksi/real estate
sehingga pada Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di angka
8,5 persen.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2024 selaras dengan tujuan
yang mengacu pada arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Banten dengan
memperhatikan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 vyaitu
"Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik menuju Kemandirian Ekonomi” dengan 4 (empat) prioritas

pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan berkelanjutan.

Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya
Manusia;

Prioritas Daerah 3:  Meningkatkan kualitas Infrastruktur dengan tetap
menjaga kualitas Lingkungan Hidup;

Prioritas Daerah 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang

berkualitas.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan
bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
Transparan, akuntabel dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan
masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Sinergitas Undang-undang nomor 1 tahun
2022 penyesuaian terhadap restrukturisasi dan integrasi pajak daerah diupayakan
dapat mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah sebagai Kapasitas Fiskal
Daerah dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan
tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik
tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah
pada penyusunan rancangan KUA masih mengacu kepada Undang Undang nomor

28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan reribusi daerah.

Berikut kami sampaikan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan

rencana target pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2024.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah
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adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama
bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta
mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan
memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa
harus menambah beban bagi masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa
sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Memperhatikan amanat kedua regulasi tersebut diatas serta melihat
dinamika potensi dan kendala di bidang pendapatan daerah, arah kebijakan

perencanaan pendapatan daerah dirumuskan sebagai berikut:
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan

secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a)  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing.

b)  Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan
pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta

memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya,
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implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, perkiraan
asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
maupun pertumbuhan rasio perpajakan daerah pada Tahun 2024
yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak

menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

o)) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah,
Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan, mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis

teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

e) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan
Daerah nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan

tertentu.

f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang
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belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD,
jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi
Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan

Kesehatan.

g) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat

lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah
yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

C) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang

bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan
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Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:

(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

(3) hasil kerja sama daerah;

(4) jasa giro;

(5) hasil pengelolaan dana bergulir;

(6) pendapatan bunga;

(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan
dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan
lainnya;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

(11) pendapatan denda pajak daerah;

(12) Pendapatan denda retribusi daerah;

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(14) pendapatan dari pengembalian;

(15) pendapatan dari BLUD; dan

(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak
akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna
(BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur  (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat
a) Dana Perimbangan, terdiri atas:
(1) Dana Transfer Umum, yang meliputi:

% Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi
dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri
dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Waijib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling
tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya
dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun
terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3
(tiga) tahun terakhir.

% Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH

Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan
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Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH
Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan
paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan
DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila terdapat
pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti
pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih
pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut
akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bila
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

% Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU),
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan
Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU yang
diperuntukan penggunaannya serta yang tidak diperuntukan
penggunaanya berdasarkan ketentuan PMK 212/PMK.07/2022
yang ditetapkan pada tahun 2023.
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(2) Dana Transfer Khusus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK
dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi
resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal
KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala
daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau sebelum
informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, DAK tidak
akan dianggarkan dalam KUA-PPAS, namun langsung dituangkan
dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Daerah, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif
Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah

atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
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Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan.
Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah,
penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke
rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui
portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran
Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa

Tahun Anggaran 2022.

2. Transfer Antar Daerah
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi
Banten didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Dalam
hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan
APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, penganggarannya
didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak

Daerah Tahun Anggaran 2022.
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Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan
Jjalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak
Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
oleh agparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang
bersumber dari pajak rokok, sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak
rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 2016.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan
Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari
Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan
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tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut
dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan
dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak dialokasikan
terlebih dahulu mengingat besaran alokasi Bantuan Keuangan belum

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan hibah, merupakan bantuan berupa uang yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari
pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan
perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran
atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta
tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis
penganggaran, pendapatan hibah seperti Upland Area dan Hibah
Air Minum Perdesaan dan Perkotaan dimaksud dapat
didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk
memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan,
kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing
nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening

berkenaan.
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4.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan Tahun 2024 didasarkan pada data potensi pendapatan
daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta
perkiraan kondisi ekonomi makro di Tahun 2024 sehingga penetapan target yang
direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika
perekonomian daerah. Selengkapnya terkait target pendapatan daerah Tahun 2024

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
NO URAIAN TARGET
4 PENDAPATAN 2.107.003.106.537,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 465.081.654.421,00
4.1.01 Pajak Daerah 195.100.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 19.276.223.386,00
4.1.03 Hasil Pengelola_ar) Kekayaan 6.637.561.840,00
Daerah yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli 244.067.869.195,00
Daerah yang Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.632.055.479.825,00
4.2.01 Pendapatan Transfer 1.461.821.068.000,00
Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.116.292.764.000,00
4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi 63.941.026.000,00
Hasil (DBH)
4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana 1.052.351.738.000,00
Alokasi Umum (DAU)
4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana 0.00
Alokasi Khusus (DAK) Fisik .
4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana 0.00
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ’
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00
4.2.01.02.01 | Dana Insentif Daerah (DID) 0,00
4.2.01.05 Dana Desa 345.528.304.000,00
4.2.01.05.01 | Dana Desa 345.528.304.000,00
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4.2.02 Pendapatan Transfer Antar 170.234.411.825,00
Daerah

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 170.234.411.825,00

4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak 170.234.411.825,00

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0

4.2.02.02.01 | Bantuan Keuangan Umum dari 0
Pemerintah Provinsi

4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari 0
Pemerintah Provinsi
LAIN-LAIN PENDAPATAN

4.3 DAERAH YANG SAH 9.865.972.291,00

4.3.01 Pendapatan Hibah 9.865.972.291,00

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari 9.865.972.291,00
Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01 Penda,qatan Hibah dari 9.865.972.291,00
Pemerintah Pusat
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan

4.3.03 Peraturan Perundang- 0
Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0

4.3.03.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS 0

Berdasarkan tabel tersebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Lebak pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.465.081.654.421,- dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.195.100.000.000,-

kontribusi terbesar berasal dari BPHTB sebesar 61,5 Miliar Rupiah,

dengan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 46,5 Miliar Rupiah,
PBB-P2 sebesar 42,2 Miliar Rupiah dan Pajak Penerangan Jalan sebesar
32 Miliar Rupiah.

b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.19.276.223.386,-

kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG)

dengan
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sebesar 8 Miliar Rupiah, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 3,96 Miliar
Rupiah lebih, Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 1,06 Miliar,
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebesar 1,39 Miliar Rupiah lebih
dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar 1,5 Miliar rupiah
lebih.

c. Hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  ditargetkan  sebesar
Rp.6.637.561.840,- yang berasal dari deviden bjb sebesar 4,20 Miliar
Rupiah lebih, deviden PD. BPR sebesar 1,91 Miliar Rupiah lebih dan
deviden PT.LKM sebesar 519,17 Juta Rupiah lebih.

d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp.244.067.869.195,- dengan
kontribusi dari pendapatan BLUD RSUD dr.Adjidarmo sebesar 154 Miliar
Rupiah, BLUD Puskesmas sebesar 83,01 Miliar Rupiah lebih, bunga

deposito sebesar 4 Miliar Rupiah, dan jasa giro sebesar 3,05 Miliar Rupiah.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak
merencanakan sebesar Rp.1.632.055.479.825,- yang terdiri dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.461.821.068.000,- dan Pendapatan
Transfer Antar Daerah sebesar Rp.170.234.411.825,-. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Tahun 2024 belum mengakomodir Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik
dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 63,94 Miliar

Rupiah lebih;

b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,05 Triliun
Rupiah lebih terdiri dari DAU yang diperuntukan penggunaanya dan
DAU yang tidak dperuntukan penggunaannya;

c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rancangan KUA-PPAS tidak dianggarkan
karena harus menunggu Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK
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Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan;
d. Dana Desa (DD) sebesar 345,52 Miliar Rupiah lebih.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dialokasikan
sesuai dengan pendapatan tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi 3 (tiga)
tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sebesar 170,23 Miliar
Rupiah lebih;

b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum dianggarkan karena harus
menunggu dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang
APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah direncanakan sebesar Rp.9.865.972.291,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah
dari Pemerintah Pusat sebesar 9,86 Miliar Rupiah lebih, Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah Program Upland Area sebesar 8,3 Miliar Rupiah

lebih, dan Hibah Program Air Bersih Perdesaan sebesar 1,5 Miliar Rupiah.
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja
daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki
dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk
mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman,
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, serta SPM Sosial
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara
belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis

standar belanja dan standar harga satuan regional.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Tahun 2024 memfokuskan pada kegiatan yang
berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan
memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang
bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan
Provinsi Banten Tahun 2024. Belanja daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mendanai

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai
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kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek

pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi diantaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar terutama Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan yang lebih adaptif, dampak dari Pandemi COVID-19.

2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan
kawasan pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Peningkatan Life
Skill.

4.  Meminimalisir dampak bencana alam melalui penanganan yang bersifat
preventif maupun kuratif, termasuk penanganan Banjir wilayah
perkotaan.

5.  Meningkatkan kualitas layanan publik yang mampu mendorong
kemudahan investasi maupun pertumbuhan kewirausahaan pada sektor
riil.

6. Pada RKPD memperhitungkan untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan
Formasi P3K sebanyak 1.020 orang diantaranya Tenaga Pendidikan
sebanyak 533 Orang dan Tenaga Kesehatan sebanyak 369 Orang
serta Tenaga Teknis sebanyak 118 Orang pengadaan Tahun 2023
sebagaimana hasil Rapat Koordinasi usulan Formasi PPPK antara
Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kementrian Dalam Negeri,
Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan dan Ristek, Kementrian
PAN RB dan Kementrian Keuangan untuk kebutuhan selama 12 bulan.

7. Pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang sebesar

Rp.3.500 per surat suara sah.

Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, belanja daerah Tahun 2024 juga digunakan untuk mendanai
pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur

kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
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Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa
mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah
yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi
pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), kesehatan (minimal 10% dari
total belanja daerah dikurangi belanja gaji), Infrastruktur Pelayanan Publik (40%
dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), Fungsi
pengawasan (0,50%), peningkatan kompetensi sumber daya manusia (0,16%),
Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) amanat Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri nomor 905/117/S]) tentang Pendanaan Forum Kerukunan
Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sementara
pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan
setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
Provinsi Banten. Selengkapnya mengenai arah kebijakan perencanaan belanja

daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
diberikan  kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada
belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan

perencanaan belanjanya meliputi:
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a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil
Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas
dan tunjangan hari raya.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan Formasi CPNS,
dan Formasi P3K.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta
ASN/PNS daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan.
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e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
berpedoman pada Peraturan Pemerintah serta memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati
dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan
besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada
pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi,
efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022
melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
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pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
kegiatan dimaksud dengan mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran
prioritas daerah. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya
meliputi:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh
Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun
sebelumnya dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah.
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b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non
ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan
dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi
tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam
kegiatan yang besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah
dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan.
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e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna
terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di
luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical
check up kepada Bupati/Wakil Bupati maupun Pimpinan dan
Anggota DPRD dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara
fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap
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memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah
Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat
terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi
pejabat dan staf, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya
yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Provinsi
Banten atau secara wvirtua/ berbasis teknologi informasi.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta penerapan
tatanan normal baru pemulihan Ekonomi di berbagai aspek
kehidupan.

h) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah,
seperti Diklatpim, diklat teknis dan fungsional, maupun uji
kompetensi dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara
fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia,
yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.

i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
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pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

j) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa
tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan/sub kegiatan, dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan
dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

I) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan,
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,
penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, serta
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
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sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan
aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau
lumpsum. Sewa kendaraan dalam kota (hanya untuk bupati/wakil
bupati), biaya transportasi, biaya penginapan dan bila diperlukan
biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR
test/swab test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan

uang harian dan uang representasi dibayarkan secara /umpsum.

3. Belanja Hibah
Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan/atau badan dan Ilembaga, serta organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan Ilain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
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memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan Ilain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah juga berupa
pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD dengan mempedomani Penjelasan Pasal
62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib  Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.
4. Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
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kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan
sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Waijib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Kebijakan perencanaan belanja modal diarahkan sebagai berikut:

1. Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan
untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas
minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam
belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai
dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01
dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
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Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak
Berwujud Berbasis Akrual.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap
(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal
kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam  negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan
salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman
pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,
penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang
ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9

ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor
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27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga
harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah.

5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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6. Alokasi anggaran untuk pembangunan/pemeliharaan jalan,
peningkatan moda transportasi atau peningkatan sarana transportasi
umum minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi

Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat
tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau
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4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan
fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak
tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian
bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-
masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah
belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan
desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lebak
menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan
retribusi daerah yang disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap

memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.
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5.2. Rencana Belanja Daerah

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
NO URAIAN RENCANA
5 BELANJA DAERAH 2.239.462.439.352,00
5.1 BELANJA OPERASI 1.659.408.708.181,00
5.1.01 | Belanja Pegawai 961.791.167.618,00
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 531.400.714.129,00
5.1.05 | Belanja Hibah 158.586.626.434,00
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 7.630.200.000,00
5.2 BELANJA MODAL 81.385.044.629,00
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 182.700.000,00
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.093.476.110,00
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan 13.527.838.039,00
Bangunan
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan 40.316.205.304,00
Irigasi
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 67.120.000,00
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 197.705.176,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.073.483.803,00
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 20.073.483.803,00
5.4 BELANJA TRANSFER 478.595.202.739,00
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 21.437.622.339,00
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 457.157.580.400,00

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan
daerah yang tercermin dari target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada
Tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp.2.239.462.439.352. Yang perlu menjadi
catatan adalah alokasi belanja daerah tersebut belum mengakomodir kegiatan/sub
kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan Keuangan
Provinsi Banten Tahun 2024.
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD
diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan
yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana
cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman
daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat
diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan
pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi daerah), dan transfer

ke rekening dana cadangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam KUA Tahun 2024 penerimaan
pembiayaan dialokasikan sebesar perkiraan SiLPA tahun 2023 yang berasal dari
penghematan belanja yang diperkirakan sebesar Rp.61.254.332.815,- dan
Pencairan Dana Cadangan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp.75.000.000.000,-.
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6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan
yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka
estimasi rencana pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar
Rp.3.795.000.000,- yang akan digunakan untuk penyertaan modal kepada BPR
lebak sebesar Rp.2.000.000.000,-, PDAM sebesar Rp.1.000.000.000,- dan PT LKM
sebesar Rp.795.000.000,-.

Selengkapnya terkait pembiayaan daerah yang direncanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun
pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO URAIAN RENCANA
6 PEMBIAYAAN DAERAH 132.459.332.815,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 136.254.332.815,00

6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 61.254.332.815,00
Tahun Sebelumnya

6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan 75.000.000.000,00
6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0
yang Dipisahkan
6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah 0
6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian 0
Pinjaman Daerah

6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 0
Perundang-Undangan

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.795.000.000,00
6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan 0,00
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 3.795.000.000,00

6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang

Jatuh Tempo 0
6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah 0
6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

sesuai dengan Ketentuan Peraturan 0

Perundang-Undangan
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak masih didominasi oleh Pendapatan
Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran daerah
harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah
yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk
mencapai target yang direncanakan untuk Tahun 2024 tersebut di atas. Secara
umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten

Lebak adalah sebagai berikut:
A. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan
retibusi daerah melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat
(termasuk penerapan protokol kesehatan) sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah di tengah

fase New Normal pasca pandemi COVID-19.

2. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM
Aparatur, penyederhanaan sistem dan mekanisme pelayanan serta

pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan.

3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola
Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta

masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah.

4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan
melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta
menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah,
sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan
Retribusi Daerah melalui:
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a) Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan;

b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 per triwulan;

c) Pengawasan Produksi Minerba per triwulan;

d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;

e) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan

Retribusi Daerah;

f) Perluasan basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui

pendataan objek pajak dan retribusi daerah baru;

g) Melaksanakan promosi secara masif baik melalui media sosial maupun
media massa/elektronik lainnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa
pelaksanaan protokol kesehatan senantiasa dikedepankan dalam setiap
aktifitas di Kabupaten Lebak;

h) Merumuskan reward-punishment dalam rangka penggalian pajak dan
retribusi daerah, serta mendorong implementasinya dengan sistem
pengawasan yang dibangun;

i) Penambahan sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan

penggalian pajak dan retribusi daerah;

5. Mengoptimalkan  pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan,
pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat

menambah Pendapatan Asli Daerah melalui:

a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk
menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama
pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang
dimanfaatkan untuk menghadilkan PAD.

c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan
melalui mekanisme lelang.

d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan.
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e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang
atau rusak.

f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah
dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung.

g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam

percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.

6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun
Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi
data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui
pendapatan hibah seperti Corporate Social Responsibility (CSR).

7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan
sistem administrasi perpajakan/retribusi yang mudah dan jelas melalui
pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur
pemungut Pajak/Retribusi Daerah;

8. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal
disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan
ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah
Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian
dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi

salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

B. Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah, antara lain:

1. Mendorong penetapan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan

barang/jasa sudah dapat dilakukan sejak awal tahun;

2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai
tools untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;

3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
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dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh
daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam
rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada
RKPD tahun 2024,

4. Mendorong pelaporan keuangan secara rutin bulanan, triwulanan, semester

dan akhir tahun tepat waktu;

5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level

Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;

6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak

Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;

7. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat pengelola keuangan daerah
melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan

teknis/fungsional;

8. Merumuskan dan mengimplementasikan reward-punishment dalam
pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangan system pengawasan

yang memadai.
C. Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah, antara lain:

1. Mendorong penetapan APBD tepat waktu sehingga penyertaan modal kepada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat segera dilakukan untuk memenuhi
kewajiban modal disetor dan mendukung operasional BUMD tersebut;

2. Melakukan kajian atas evaluasi kinerja BUMD;

3. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap

progress dan kendala yang dihadapi;
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4. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu sebagai bahan evaluasi
pimpinan.
5. Pencairan Dana Cadangan untuk PILKADA tahun 2024 sebagai prioritas

pembiayaan daerah.
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BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun 2024 disusun dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan
Bupati Lebak Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024,
perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku
amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai
sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Lebak segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan KUA yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Lebak
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024
menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan
perubahan pada KUA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati

bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.
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____Rangkasbitung, 31 Juli 2023
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